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Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Om swastiastu nammo buddhaya,

Salam kebajikan,

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan

rahmat dan lindungan-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan
untuk berkarya.
Direktorat Jenderal Pajak selama tahun 2020 telah melaksanakan berbagai program
dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi Direktorat Jenderal Pajak
Tahun 2020 yang diterjemahkan dalam Kontrak Kinerja Direktur Jenderal Pajak Tahun
2020 yang terdiri dari 25 Indikator Kinerja Utama (IKU). Laporan Kinerja (LAKIN)
Direktorat Jenderal Pajak akan menjabarkan perbandingan antara realisasi pencapaian
IKU tahun 2020 dengan kontrak kinerja tahun 2020, serta beberapa kinerja lainnya yang
telah dicapai oleh Direktorat Jenderal Pajak.

LAKIN Direktorat Jenderal Pajak merupakan perwujudan pertanggungjawaban
atas kinerja pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak pada Tahun Anggaran
2020. Penyusunan LAKIN Direktorat Jenderal Pajak mengacu pada Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana
Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta Rencana Strategis
Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 389/PJ/2020.

Ultimate goal Direktorat Jenderal Pajak berupa Pencapaian Penerimaan Pajak
diukur dengan IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak. Pada tahun 2020
Pencapaian Penerimaan Pajak sebesar Rp1.069,97 triliun atau 89,25% dari target APBN
tahun 2020 sebesar 1198,82 triliun. Capaian tersebut lebih tinggi dari Pencapaian
Penerimaan Pajak tahun sebelumnya yaitu 84,44%. Tahun 2020 merupakan masa yang
berat bagi seluruh dunia tanpa kecuali dan memberikan tantangan yang luar biasa bagi
Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi penghimpun penerimaan negara. Salah satu
kondisi yang menjadi perhatian Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka Pelaksanaan
Capaian Kinerja di tahun 2020 adalah merebaknya pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) di Indonesia yang berimbas pada perlambatan pertumbuhan ekonomi
Indonesia, perlambatan perkembangan dunia usaha dan investasi. Pandemi Covid-19
yang meluas di berbagai negara memiliki dampak yang perlu diantisipasi dan direspons
oleh seluruh negara termasuk Indonesia. Salah satu bentuk respons Pemerintah adalah
memberikan sejumlah insentif pajak sebagai instrumen fiskal dalam mendukung
pemulihan ekonomi nasional dan penguatan transformasi ekonomi.



Direktorat Jenderal Pajak

Direktorat Jenderal Pajak senantiasa optimis dan berupaya untuk mengatasi
segala tantangan tersebut, sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai
dengan harapan masyarakat. Dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang
dimiliki secara optimal, diharapkan mampu berperan dalam menyediakan pendanaan
bagi pemerintah dalam menghadapi pandemi ini. Direktur Jenderal Pajak beserta
seluruh jajaran berkomitmen secara sungguh-sungguh akan selalu meningkatkan
kinerja untuk memenuhi capaian target yang diamanatkan.

Selama tahun 2020, DJP telah meraih capaian prestasi dalam bidang inovasi,
achievement berupa sertifikasi ISO 9001:2015 atas penyediaan layanan pengaduan dari
PT. BSI Group Indonesia dengan lisensi Komite Akreditasi Nasional dengan kategori
“the provision of contact center for complaint service”. Capaian tersebut diharapkan
mampu memberi tambahan semangat untuk terus berprestasi dan memberi nilai
positif bagi institusi, bangsa, dan negara. Selain capaian yang diraih Direktorat Jenderal
Pajak, disadari bahwa dalam upaya mencapai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak
terdapat aspirasi masyarakat yang semakin dinamis. Direktorat Jenderal Pajak
menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada masyarakat.

Akhir kata, semoga LAKIN ini dapat memenuhi harapan sebagai
pertanggungjawaban kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban dan kinerja
yang telah ditetapkan serta sebagai pendorong peningkatan kinerja organisasi
Direktorat Jenderal Pajak dimasa mendatang.

#DJP YANG KUAT UNTUK INDONESIA MAJU.
Salam Sehat,
Wassalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Om santi santi om
DJP Kuat, Indonesia Maju!

Direktur Jenderal Pajak
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Suryo Utomo



Laporan Kinerja 2020

Ringkasan Eksekutif

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan
Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai
misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan
melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Laporan
Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian
Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBN/APBD).

Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan
sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi menuju terwujudnya good
governance, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
kebijakan yang transparan. LAKIN DJP Tahun 2020 memiliki tujuan utama sebagai
pertanggungjawaban atas pencapaian Rencana Strategis DJP tahun 2020-2024
maupun Perjanjian Kinerja 2020.

DJP merupakan salah satu instansi pemerintah yang mempunyai peranan penting
pada penerimaan negara. DJP memiliki jumlah kantor operasional 594 unit kantor dan
46.134 pegawai yang tersebar di seluruh penjuru tanah air. DJP merupakan Unit Eselon
| terbesar di Kementerian Keuangan.

LAKIN DJP merupakan perwujudan tugas sebagai perumus dan pelaksana
kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan, dalam penyelenggaraan
fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang perpajakan;

pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;

penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perpajakan;

pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perpajakan;

pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perpajakan;

pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pajak; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Tugas dan fungsi DJP dilaksanakan dalam pencapaian visi DJP yang ditetapkan,
yaitu: (Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan

Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif,

Berintegritas dan Berkeadilan, 3dengan memperhatikan misi DJP yaitu:

1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi
Indonesia;

2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan
terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum
yang adil; dan

3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi
yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional,
dan bermotivasi. (Sumber: Kepdirjen Nomor KEP-389/PJ/2020)
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